
 

 
 
 
 
 

WALIKOTA PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 75  TAHUN 2015 

TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PASURUAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelas 
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

 

 

 

3.  Undang-Undang … 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5136); 

8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

 

 

 

11.  Peraturan … 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-
2014; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 
2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 
2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;  

15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KELAS JABATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN. 

 
 

Pasal 1 
 

Kelas Jabatan merupakan kedudukan yang 
menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam 
rangkaian susunan instansi pemerintah yang 
meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi 
cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan 
tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi 

pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar pembayaran 
tambahan penghasilan. 
 

Pasal 2 
 
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan 
Jabatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, 
dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal 3 
 

Pengangkatan pemangku Jabatan Fungsional Umum 
dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu dalam 
jabatan struktural ditetapkan oleh Walikota 
berdasarkan pertimbangan dari Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan. 

 

Pasal 4 
 

(1) Perubahan pemangku Jabatan Struktural pada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditetapkan 
oleh Walikota berdasarkan pertimbangan dari 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. 

(2) Perubahan pemangku Jabatan Fungsional Umum 
dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu antar 
SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas 
usulan Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau 
Kepala SKPD. 

(3) Perubahan pemangku Jabatan Fungsional Umum 
dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu 
dalam SKPD ditetapkan oleh Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah atas usulan Kepala SKPD. 

(4) Perubahan pemangku Jabatan Fungsional Umum 
dan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang 
mengakibatkan perubahan Kelas Jabatan 
dilaksanakan uji kompetensi oleh Tim Uji 
Kompetensi yang dibentuk oleh Walikota. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Desember 2015 
            

Pj. WALIKOTA PASURUAN,  
 

ttd. 
 

 WIBOWO EKOPUTRO 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 29 Desember 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
ttd. 

 
BAHRUL ULUM 

 
 
 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 75 
 
 
 

SALINAN 
sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 

ttd. 
 

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19681027 199403 1 008 
 


